LEMBARAN DAERAH PROPINS|
 DAERAH ISTIMEWA ACEH
' TAHUN 1980.

'Nomor : 8. | SERI “D” No. 8.

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA 'ACEH
NGMOR : 8 TAHUN 1979

TENTANG

PEMBERIAN UANG PERANGSANG KEPADA DINAS PENDAPATAN

PROPINSI DAERAH ISTIMEWA “ACEH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA ACEH.

MENIMBANG :

1.

Bahwa sesuai dengan perkembangan Keuangan Daerah Pro-
pinsi Daerah Istimewa Aceh dewasa ini, maka dipandang perlu
mencabut Percturan Dgerah [stimewa Aceh Nomar 3 Tahun
1964 yo Nomor 1 Tahun 1969 tentang Pembérian Upah Pungut
kepada Pegawai yang bertugas menjalankan pemungutan dan
atau Pegawai-pegawai yang tugas pokoknya bukan langsung
menjalankan pemungutan Pajok dan/atau Retribusi Daerah lsk-

‘mewa Aceh;

Bahwa dalam usaha pembinaen aparatur Pemerintah Daerah
serta peningkatan pendapatan Daerah perlu memberikan Uang
Perangsang kepada aparat Dinas Pendapatan Daerah Propinsi
Daerah Istimewa Aceh; :

Bahwa untuk maksud tersebut perlu menetapkannya delam su-
atv Peraturan Daerah. ' T < o

MENGINGAT :

1.
2,
3.

4,

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974; .
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975, yo Nomor & Ta-
hun 1976; e .
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974, yo
Nomor 11 Tahun 1975; S S
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5. :‘Keputusun Menien Du!am Negerr Nomor 126 Tuhun 1979 yo
© No. KUPD-1/7/569 Tahun 1979; = -

6. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 2 Ta-
hun 1975, yo Nomor 3 Tahun 1979.

Dengan: Persetujuan Dewun Perqu:lcm Rukyuf Daerah Propmsu
Daer'u'h Ishmewa Aceh

MEMUTUSKAN:

MENCABUT : Peraturan Daerch Istimewa Aceh Nomer 3 thun 1964
tonggal 1 Okitober 1964 (lembaran Daerch Nomor 4 Tahun
1965 tanggal 31 Januari 1965) yo Nomor-1 Tahun. 1969 tang-

" gal 27 Oktober 1969 (Lembaran Daerah ‘Nomor 47 :Tahun
1970 ‘tanggal 17 Sepfember: 1970) fentang - “Pemberian - Upah
Pungut kepada Pegawai-pegawai yang beriugas menjalankan
pemungutan danfatav Pegaweai- -pegawai yang tugas pokok-
- nya bukan'langsung manjalankan pemungitan Pajak dan/atau
‘Rekribusi Daerah 1snrnewu Aceh dcrn semuu Peraturan pelclk-
sanaannya. R

MENETAPKAN : Peraturan Dasrah Propinsi Dueruh lshmewa Acth
tentang “PEMBERIAN UANG PERANGSANG KEPADA DINAS
PENDAPATAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH".

“Pasal— 1. .

Yang dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dengan :

a. Deerah:: odaldh Propinsi Doerah I[stimews Aceh;

b. Peh-zermtah Daerah, l.adalah Pemerintah Propinsi Daerah Istime-

c;____-_Gubernur Kepu!a Da:erq'h + adalah Gubernur Kepala Daerah
Istimewa Aceh; :

d. Dinas : adalah Dinas Pendwpumn Doerah Propinsi Daerah Isti-
mewa Aceh;

e. Uang Perangsang : adaloh hadioh kepado aparat/pegawai
yang menunjang peningkatan Pendapatan Daerch supaya be-
keria lebih giat, yang diperhitungkan atas dasar prosentass
dari realisasi penerimaan yang disetor ke-Kas Daerah Sekreta-
riat Wilayah/Daerch Istimewa Aceh.. e

Pasal — 2.

Prosentase besarnya Uang Perangsqng udmluh sebagm berlkut
—- Minimum 215 % ; o S
— Maximum § % ;
Pasul — 3
(1). Penyerahan Uang Perangsang d[luksnnakan T (scm.r) bu!cm 28
kali dan selambat-lambatnya '3 (tiga) ‘bulen sekali. '
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- pegawai, dan. diarahkan untuk peningkatan mobilitas/opera-

Uang Perangsang diserahkan untuk peningkatan kessjohteraar

sionil peguwm yang menumung penmgkutan Pendupatan Da-

: ;erah

Pasul —_— 4,

© Vang Perangsong bukan dlpergunukun sebcgm danu opera-

smml ataupun dana investasi Dinas, letapi untuk memberikan de:
rongan kepuada aparat, qus supaya !eblh giat dalam meningkat-

kcm pendqpcﬂun Daerah

Pasal — 5

Hal hul yang be!um atav belum cukup d:a-rur du!am Pera!urcm

quruh ini akan difetapkan. kemudian oleh Gubernur Kepula' Da-
erah’ sepamang ‘Tnengenai Peraturan. peleksanddnnya. -

(i )';

Pasal — 6

_Percfurun Dnerc:h m: dnsebut "PERATURAN DAERAH PROP[NSI
. DAERAH ISTIMEWA ACEH TENTANG PEMBERIAN PERANGSANG

" KEPADA DINAS PENDAPATAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTI-

).

MEWA ACEH”,
. ‘Pera{'uran Daerah ini mulai berlmku padc tungga! diundang-

- ke o duIam Lembaran. Daerah Propinsi Daerah Istimewa. Aceh

Banda ‘Daerah, 25 Nopember 1979.
" GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA ACEH,

B PROF A. MADJID lBRAHIM —

Percﬁurcm Duerqh ini 1e|ah dlsahkan o!eh
‘Menteri- Dalam Negeri, dengan Surqt Kepu-
tusan No. 840.061.,21-189%. S
" Tanggal 29-4-1980.

—e s o

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROP]NSI DAERAH ISTIMEWA ACEH,

L KETUA,
o ACHMAD AMINS —

Diundangkan dalam Lembaran:Daerch -
Propinsi Daérah Istimewa Aceh. -
Nomor 8/1980 Tanggal 27-5-1980.

SEKRETARIS WILAYAH/ DAERAH
(MUHAMAD HASAN BASRY). .

deya Wira. Jaksa. Nip. 12300003604,
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PENJELASAN:

LUMUM . .
e T,
1. Bohwa dalom usasha pembinaan, penyempurnaan dan. pe-
s nertiban cparatur Pemerintah Daerah, perlu dilakukan se-
cara terus menerus agar mampu menjadi alat yang efektif,
effesien, bersih dan berwibawa sehingga mampu melakse-
. nokan dengon lancar tugas-lugas Pemerintah dan Pemba-

ngunan. -

2. Bohwa untuk mencapal maksud tersebut, perlu memberikan
dorongan kepada aparat Dinas Pendapatan Daerah Pro-
pinsi Daerah Istimewa Aceh, antara lain dengan pemberian
hadiah berupa Uang Perangsang.

3. Bahwa dengan berlakunya Surct Keputusan Menteri Dalam
Negeri Nomor 126 Tahun 1979 tanggal 23 Juli 1979, dan
Keputusan Menteri Dalam Negeri No. KUPD, 1/7/5-69
tanggad 4 Juni 1979, moka perlu mencabut Peraturan Dae-
rah Istimewa Aceh Nomor 3 Tahun 1964 yoNemor 1 Tahun
1969 dan mengatur kembali ketentuan téntang pemberian
Uang Perangsang kepoda Dinas Pendapetan Daerah Pro-

- pinst Daerah Istimewa Aceh dengon_menetapkannya dalam

suatu Peraturan Daerch.

1. PENJELASAN PASAL DEM| PASAL.:
Pasal 1 : Cukup Jelas

Pasal 2 :

a. Jenis-jenis pemungutan yang karena sifat dan ketentuan-
nya diantar afov dilunasi sendiri oleh wajib bayar ke
Kantor Kos Sekretariat Wilayoh/Daerch Istimewa Aceh,
-Bank yang ditunjuk atav dengen Giro Pos, prosentase ba-
sarnya Uang Perangsang adaleh 2L4% sampai 314%.

; b. Jenis-jenis pemungutan yang karena sifat dan kefentuan-
: nya yang di pungut dilapangan oleh pegawai yang ditun-
‘. juk, prosentase besarnya Uang Perangsang adalah 314%
. sampai 5%.

Pasal 3 (1) : Pada prinsipnya Uchg Perangsang diberikan satu bu-
lan sekali Jika keadoan tidek memungkinkan dibe-
kan tiga bulan sekali.
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{2} : Pemberian Uang Perangsang diserchkan juga kepa.
da Pegawai Dinas/Uni Kerja loinnya yang diberi tu-
gas menunjang peningkatan Pendapatan Daerch

-yafg ‘melakikan . pemungutan dilapangan” miaupun
* yang ‘bertugas dikantor ‘yang ditunjuk dengan suatu
" Surai. Keputusan Gubernur -Kepalg Daerah atas usui
'-Dmus/Un'lt Ker;cz yang bersangkufan ' '
\ .
Pasal 4 : Ketentuan delam Pesal ini berkaky juga terhadep Dinas/
Unii Kerja sebcgmmund d;mcksud dc:lcm penw!qsan Pcsql 3 (2)

Pcm|5s-/d6 Cukup Jelass
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